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ABSTRACT

KEYWORDS

Sharia Cooperatives are Islamic financial institutions that carry out their activities no different from
conventional financial institutions, the difference lies in the principles and laws used, where Islamic
cooperatives must comply with Islamic law and implement Islamic sharia principles. One of the
sharia principles is that the transactions used in Islamic cooperatives must be free from riba. One of
the problems is that members still have loans to conventional financial institutions, and have a desire
to be able to avoid riba transactions, so cooperative members must take over debt to no ribawi
institutions. Islamic cooperatives can provide sharia-based financing alternatives. One of the
contracts that can be used in take over debt from conventional financial institutions to Islamic
cooperatives is a debt transfer contract. This debt transfer is carried out based on the Fatwa of the
Indonesian Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 31/DSN-MUI/VII/2002. This DSNI
MUI Fatwa in take over debt provides four alternatives. By following the DSN MUI Fatwa, customers
can take over debt from conventional institutions to Islamic cooperatives to avoid riba.

Sharia Cooperatives 1; Riba 2; Take Over 3.

PENDAHULUAN

Indonesia murupakan negara muslim terbesar
pertama di dunia dengan jumlah penduduk muslim
mencapai 240, 6 juta jiwa(Annur, 2023) dari 275,7 juta
jiwa penduduk Indonesia (Monavia Ayu Rizaty, 2023)
atau sekitar 87,27 % penduduk Indonesia adalah
beragama Islam.

Dengan jumlah penduduk Islam terbanyak
menjadi potensi besar bagi pasar keuangan syariah.
Pada tahun 2021 tingkat kesadaran beragama
Masyarakat Indonesia meningkat 81%.(Dwiindah,
2021). Dengan adanya kesadaran Masyarakat dalam
beragama terutama agama Islam, banyak Masyarakat
yang akhirnya beralih menggunakan produk atau
layanan syariah, terutama di sektor Lembaga keuangan
syariah, dimana Masyarakat mulai menyadari bahwa
menyimpan uang atau melakukan pinjaman pada
Lembaga keuangan konvensional mengandung
transaksi riba.

Konsep riba telah ada dalam berbagai masyarkat
kuno, termasuk dalam budaya Mesir kuno, Yunani, dan
Romawi. Pada masa itu, praktik pemberian dan
pembayaran suku bunga dikenal sebagai riba. Riba
sering digunakan sebagai alat ekonomi untuk mengatur
pinjaman dan utang(Effendi, 2019). Pada abad
pertengahan di Eropa gereja katolik Roma secara resmi
melarang riba (Naja, 2019), tetapi praktik pemberian
pinjaman dengan bunga berkembang dikalangan
pedagang dan Lembaga keuangan non resmi. Inilah yang
menjadi dasar dari perkembangan perbankan modern.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bank
Indonesia, jumlah kredit konsumsi di Indonesia terus
meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022,
jumlah kredit konsumsi mencapai Rp 1.057,5 triliun,
naik 11,3 % dari tahun sebelumnya (Revo M, 2023).
Kenaikan kredit konsumsi ini diiringi dengan
peningkatan jumlah kasus jeratan riba. Menurut data
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, pada tahun
2022 terdapat lebih dari 10.000 kasus jeratan riba yang
ditangani oleh LBH Jakarta.

Dalam terminologi hukum Islam, riba mengacu
pada penambahan, baik dalam bentuk uang tunai,
barang, atau layanan, yang mengharuskan pihak yang
meminjam untuk membayar lebih dari jumlah uang
yang dipinjamkan pada saat jatuh tempo pengembalian
pinjaman. Riba diharamkan karena dapat merugikan
salah satuh pihak, yaitu pihak yang meminjam uang,
mudah dan cepatnya mendapatkan pinjaman online,
dan masyarkat yang terdesak kebutuhan ekonomi

Jeratan riba dapat berdampak buruk bagi
kehidupan seseorang, baik secara finansial maupun
spiritual. Secara finansial, jeratan riba dapat membuat
seseorang semakin terlilit hutang dan sulit keluar dari
kemiskinan. Secara spiritual, jeratan riba dapat
membuat seseorang jauh dari Allah SWT dan sulit
mendapatkan keberkahan dalam hidupnya.

Dalam Al Quran Hukum riba sudah jelas,
berdasarkan firman Allah SWT: Wahai orang-orang
yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang
beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka
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umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi
jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok
hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan
tidak dizalimi (dirugikan).(Qs Al Baqarah;278-279

Saat ini, jeratan riba semakin marak di Tengah
masyarkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor
seperti kurangnya kesadaran Masyarakat tentang
bahaya riba, banyaknya Lembaga keuangan yang
menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Jeratan
riba dapat terjadi pada siapa saja, baik Masyarakat
miskin maupun Masyarakat kaya. Namun, kelompok
Masyarakat yang paling rentan terjerat riba adalah
Masyarakat miskin, terutama mereka yang memiliki
usaha kecil dan menengah.

Ekonomi Syariah merupakan suatu konsep
ekonomi yang mendasarkan aktivitas pada prinsip-
prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup
ketentuan hukum, etika, dan moralitas islam yang
mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk
aktivitas ekonomi. Ditengah-tengah  dinamika
globalisasi dan perubahaan ekonomi, ekonomi syariah
semakin menjadi perhatian, terutama di negara-
negara dengan mayoritas penduduk beragama islam
seperti di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sering kali
diiringi oleh peningkatan praktik keuangan yang tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Riba, yang
diharamkan dalam Islam, menjadi kendala serius bagi
anggota Masyarakat yang ingin terlibat dalam kegiatan
ekonomi tanpa melanggar prinsip agama. Dalam
konteks ini, koperasi syariah muncul sebagai alternatif
yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam,
menawarkan solusi keuangan yang bebas riba. Koperasi
Syariah hadir sebagai alternatif Lembaga keuangan
yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, termasuk
dalam hal pembiayaan. Koperasi syariah tidak
menggunakan system bunga (riba) dalam pembiayaan
melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Koperasi
syariah merupakan bentuk koperasi yang memiliki
prinsip, tujuan, dan kegiatan usahanya didasarkan
prinsip syariah Islam, yaitu Al Quran dan Assunnah.

Dalam konteks industri keuangan saat ini,
koperasi syaraiah memiliki relevansi yang signifikan.
Masyarkat semakin sadar akan pentingnya menghindari
riba dan mencarai alternatif yang sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Dengan peningkatan permintaan,
koperasi syariah dapat berperan sebagai Lembaga
keuangan yang memberdayakan anggota secara
ekonomi tanpa melibatkan mereka dalam praktik riba
yang diharamkan. Dengan menggali lebih dalam tentang
peran koperasi syariah dalam membebaskan anggota
dari jeratan riba, tulisan ini dapat memberikan
kontribusi yang berharga untuk pemahaman Kkita
tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat
diimplementasikan dalam konteks keuangan koperasi

Kota Padang Panjang, Sumatera Barat,
menunjukan fokus dan konsistensi yang tinggi dalam
mengembangkan Koperasi Syariah, terutama dalam
aspek edukuasi dan akselerasi transformasi seluruh
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koperasi menjadi entitas syariah. Pada tanggal 22 juli
2022, Kota Padang Panjang mencatat prestasi luar biasa
sebagai daerah pertama di Sumatera Barat yang
menerapkan konsep syariah pada semua koperasi yang
berada dibawah pengawasanya. Keberhasilanya ini
secara resmi diumumkan saat Kota Padang Panjang di
launching sebagai Kota Koperasi Syariah oleh Gubernur
Sumatera Barat, Irwan Prayitno. (Prawira et al.,, 2022)
Mayoritas koperasi di Kota Padang Panjang
adalah koperasi yang di milik anggotanya yang
merupakan Apratur Sipil Negara (ASN) di kota tersebut.
Rata-rata ASN yang menjadi anggota koperasi memiliki
pinjaman di Bank Konvensional yang masih berjalan
dimana pola peminjaman pada bank konvensional
tersebut adalah dengan sistem bunga (Riba). Dengan
sudah banyaknya Koperasi Syariah ini dapat
mendorong para anggotanya yang memiliki pinjamandi
Lembaga Keuangan Konvensioanl yang masih berjalan
untuk dapat mengalihkan kepada Koperasi Syariah,
dimana tujuannya adalah menghindari dari sistem riba.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan menggunakan deskripsi analisis, dengan tujuan
untuk meyajikan fakta-fakta dan kareteristik dari suatu
objek dengan cara yang dapat diandalkan, terstruktur
dan sistematis. Peneliti melakukan pengelolaan data
dan merangkum temuan yang diperoleh dari
pengamtan, wawancara, serta dokumen yang berkaitan
dengan aktivitas yang berkaitan langsung pada Koperasi
Syariah di Kota Padang Panjang.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Syariah merupakan suatu konsep
ekonomi yang mendasarkan aktivitas pada prinsip-
prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup
ketentuan hukum, etika, dan moralitas islam yang
mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk
aktivitas ekonomi. Ditengah-tengah  dinamika
globalisasi dan perubahaan ekonomi, ekonomi syariah
semakin menjadi perhatian, terutama di negara-
negara dengan mayoritas penduduk beragama islam
seperti di Indonesia.

Sistem ekonomi syariah bersumber dari
prinsip-prinsip yang terdapat dalam wahyu yang
bersifat transendental, dari Al Quran dan Hadis.
Sistem ini juga mengandalkan interpretasi dari wahyu
yang diperoleh melalui ijitihad. Ekonomi pada
dasarnya merupakan ilmu yang menjelaskan cara
memenuhi kebutuhan hidup manusia guna menjaga
kelangsungan keberlangsungan hidupnya. Oleh
karena itu, tak mengherankan bahwa seperti disiplin
ekonomi lainnya, ekonomi syariah juga merupakan
ilmu yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek
kehidupan manusia untuk memastikan kelangsungan
hidupnya. Sistem ekonomi pertama yang muncul
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dimuka bumi adalah ekonomi Islam. Pada masa

Rasullah SAW beliau yang mengajarkan kepada para

sahabanya prinsip berdagang yang benar, jujur dan

adil.(Ansori, 2016)

Pada dasarnya, ekonomi syariah bertujuan
untuk menghadirkan prinsip-prinsip Islam ke dalam
praktik ekonomi, salah satunya adalah menghindari
riba, atau bunga dalam transaksi keuangan. Di
Indonesia, kepentingan terhadap ekonomi syariah
semakin meningkat seiring dengan permintaan akan
sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam

Riba secara Bahasa, bermakna “ziaydah” atau
tambahan. Secara linguistik, riba merujuk pada
pertumbuhan dan peningkatan. Namun, dalam konteks
teknis, riba merujuk pada pengambilan tambahan dari
harta pokok atau modal secara tidak sah menurut
hukum Islam. Al Riba atau Ar rima pada awalnya
mengaundung arti tambahan dan berkembang. Dalam
konteks riba, tambahan tersebut merujuk pada uang
atau kekayaan yang diperoleh secara tidak sah menurut
prinsip syariah Islam, baik itu dalam jumlah kecil
maupun besar, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al
Qur’an.(Muhammad, 2000).

Orang sering menerjemahkan riba dalam
bahasa Inggris sebagai “usury,” yang mengacu
pada”’pemberian pinjaman uang dengan tingkat bunga
yang sangat tinggi atau illegal. Namun, menurut para
ulama fikih, riba didefinisikan sebagai”Penambahan
harta dalam suatu transaksi tanpa imbalan atau ganti
yang setara”. Hal ini mengindikasikan adanya tambahan
terhadap jumlah modal uang yang timbul dari transaski
pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemilik
uang pada saat jatuh tempo. (Muhammad, 2000)

Pendapat para ulama mengenai riba adalah
sebagai berikut:

Hanabilah: “Tambahan pada suatu barang tertentu.”(Al-
Mughni, Ibn Qudamah, 1981)

Syafi'iyyah: “Akad pada pengganti tertentu yang tidak
sepadan dalam timbangan syar’i, baik dalam
akad kontan maupun kredit dalam kedua
penggantinya atau salah satunya. Dan yang
dimaksud dengan ‘pengganti tertentu’ adalah
barang-barang ribawi. Sedangkan yang
dimaksud dengan ‘tidak sepadan’ adalah
adanya tambahan pada salah satu pengganti
atau tidak adanya persamaan. Dan ‘timbangan
syar'’ maksudnya adalah takaran atau
timbangan. Sementara dikaitkan dengan ‘akad
kontan’ jika sekiranya diketahui kesepadanan
pada keduanya setelah akad.”

Hanafiyyah : “Kelebihan yang menjadi hak dari salah satu
pihak dalam transaksi, terlepas dari pengganti
yang disyaratkan. Artinya tambahan bagi salah
satu pihak hanya dalam akad-akad transaksi
saja. Maka hibah tidak termasuk, karena bukan
transaksi. Dan ‘tambahan’ di sini tidak ada
penggantinya atau penyeimbangnya, maka
tambahan itu adalah riba.”

Malikiyyah: “Tambahan pada jumlah atau timbangan,
ditentukan atau tidak, dan pada tempo. Maka
menurut mereka, tidak termasuk adanya
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tambahan pada pertukaran barang yang sejenis
kecuali pada nasi‘ah (tempo). Dan termasuk
riba dalam satu jenis dari dua sisi; tambahan
dan tempo.(Al-Qurthubi, n.d.)

Dari Pengertian yang diuraikan oleh para ulama,
pada dasarnya ada kesamaan pendapat bahwa riba
melibatkan pengambilan tambahan, baik dalam
transaksi jual beli maupun pinjam uang, yang dianggap
tidak sah atau melanggar prinsip-prinsip muamalah
dalam Islam.

Secara umum, riba dapat dibagi menjadi dua
kategori utama, yaitu riba utang dan riba jual beli. Riba
utang sendiri terdiri dari dua jenis yakni ribd qard dan
ribah jahillyah. Sementara riba jual beli terdiri dari dua
jenis, yaitu riba fadhl dan riba nasiah. ribd qard adalah
suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang
disyaratkan terhadap yang berutang, ribah jahillyah
merupakan utang dibayar lebih dari pokoknya karena si
peminjam tidak mampu membayar utangnya pada
waktu yang ditetapkan, ribd fadhl merupakan
pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau
takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan
itu termasuk dalam jenis ribawi, dan ribd nasi'ah
merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan
jensi barang ribawi yang dipertukarakan dengan jensi
barang ribawi lainnya. (Antonio, 2010).

Praktik riba dapat menyebabkan dampak-
dampak pada kehidupan yaitu pada Dampak Ekonomi
dari riba meliputi inflasi yang disebabkan oleh berbagai
biaya bunga. Hal ini terjadi karena suku bunga
mempengaruhi penentuan harga, yang meningkatkan
seiring dengan kenaikan suku bunga. Selain itu, utang
dengan tingkat penerimaan peminjam yang rendah dan
biaya bunga yang tinggi dapat menjaga peminjam dalam
lingkaran ketergantungan yang sulit terputus, terutama
Ketika bunga atas utang dibiayakan. Contohnya adalah
utang negara negara berkembang kepada negara negara
maju yang meskipun awalnya berupa pinjaman dengan
suku bunga rendah, pada akhirnya menuntut negara
peminjam untuk berutang lagi guna membayar bunga
dan pokok. Akibatnya, utang terus bertambah,
menjelaskan kemiskinan struktural yang dialami oleh
lebih dari separuh penduduk dunia.

Dampak riba pada sosial kemasyarakatan, riba
dianggap sebagai pendapatan yang diperoleh secara
tidak adil. Mereka yang menerapkan riba menggunakan
uang mereka untuk menginstruksikan orang lain untuk
berupaya dan mengembalikan uang tersebut, misalnya,
dengan tambahan dua puluh lima persen dari jumlah
yang dipinjamkan. Namun, siapa yang dapat menjamin
bahwa usaha yang dilakukan oleh peminjam akan
menghasilkan keuntungan melebihi dua puluh lima
persen? Terutama bagi individu yang beragama,
dipahami bahwa tidak ada yang dapat memastikan apa
yang akan terjadi dimasa depan. Semua orang sadar
bahwa usaha memiliki dua kemungkinan: sukses atau
kegagalan. Dengan menerapkan riba, seseorang seolah
sudah memastikan bahwa usaha yang dibiayai pasti
akan menguntungkan. (Antonio, 2010)
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Untuk menghindari dari praktik ribawi, dalam
memenuhi kebutuhan keuangan yang sesuai dengan
prinsip ekonomi syariah, Lembaga keuangan koperasi
syariah menjadi suatu pilihan kebutuhan keuangan
dimana prinsip koperasi ini berdasarkan prinsip
ekonomi syariah. Kata”Koperasi” berasal dari
gabungan kata”Co” yang berarti Bersama, dan
“operation” yang berarti Kkerja, sehingga secara
etimologi dapat diartikan sebagai Kerjasama. Secara
terminology, koperasi adalah suatu perkumpulan atau
organisasi yang bekerja sama untuk meningkatkan
kesejahteraan anggotanya, sering kali berdasarkan
prinsip kekeluargaan. Kehadiran koperasi memiliki
kemampuan untuk merubah situasi ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Koperasi
juga berfungsi sebagai badan hukum usaha atau bisnis
yang didirikan oleh kelompok yang aktif.(HANDAYANI
etal, 2022)

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan
yang berpola syariah dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya. Definisi Koperasi Syariah adalah
bentuk koperasi yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan ekonomi anggotanya sesuai dengan
norma dan moral Islam, sambal membentuk ikatan
persaudaraan dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip
Islam.(Buchori et al., 2019)

Tujuan utama yang dicapai koperasi syariah
untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan
Masyarakat, serta turut Dberpartisipasi dalam
Pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan prinsip-
prinsip Syariah Islam. Oleh karena itu, semua kegiatan
operasional koperasi syariah harus sesuai dengan
norma dan aturan Islam: operasional yang tidak
mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam tidak boleh
dilakukan. Setiap produk dan aktivitas koperasi syariah
harus mendapatkan fatwa dan pengawasan dari Dewan
Syariah Nasional, yang secara teknis diawasi oleh
Dewan Pengawas Syariah internal koperasi syariah
terkait. Landasan koperasi syariah berlandasan syariah
Islam yaitu Al Qurna dan Sunnah dengan saling tolong
menolong dan saling menguatkan, dan berlandasakan
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Sukmayadi,
SE., 2020)

Prinsip-prinsip syariah memegang peran kunci
dalam menjalankan Koperasi syariah sebagai pusat
kegiatan ekonomi yang bermoral. Prinsip-prinsip
tersebut mencerminkan dasar moral dan etika yang
harus dijungjung tinggi oleh koperasi syariah dalam
semua aspek kegiatannya. Keadilan dan kesetaraan
menjadi prinsip yang dijalankan dalam koperasi syariah
dengan memberikan perlakuan adil kepada semua
anggota tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau
latar belakang mereka. Dengan kata lain, setiap anggota
memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan
keputusan dan pembagian keuntungan. Koperasi
menghindari riba atau bunga dalam seluruh aspek
kegiatannya. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah
praktik  eksploitasi ekonomi dan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
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Transparansi menjadi prinsip berikutnya yang
menjadi nilai utama dalam semua transaksi dan operasi
koperasi syariah. Tujuannya untuk memastikan anggota
menerima informasi yang jelas dan akurat mengenai
kegiatan  koperasi, sambal mengurangi risiko
penyalagunaan. Koperasi syariah juga berkomitmen
untuk memberikan kontribusi pada pemberdayaan
ekonomi secara menyeluruh. Dedikasi ini tercermin
melalui beragam program social, Pendidikan, dan
pelatihan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
anggota dan Masyarakat. Prinsip berikutnya adalah
larangan terhadap spekulasi dan gharar dalam prinsip
koperasi syariah bertujuan untuk menghindari risiko
yang tidak perlu dan menjaga kesetabilan ekonomi
anggota. Fokus koperasi syariah terletak pada usaha
dengan dasar yang kuat, sambal menghindari transaksi
yang memiliki risiko yang tidak jelas.

Dengan adanya prinsip prinsip koperasi syariah,
maka koperasi syariah harus berperan dalam keadilan
Masyarakat dengan menerapkan keadilan dalam setiap
transaski antar nasabahnya, koperasi mengikuti
pedoman sesuai dengan hukum dan aturan Islam. Peran
koperasi syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan
ekonomi, tetapi juga melibatkan Pendidikan. Kehadiran
koperasi memiliki dampak positif dalam memberikan
edukasi kepada calon nasabah dan Masyarakat untuk
menghindari transaksi riba, dan peran koperasi syariah
adalah untuk mensejahterakan perekonomian suatu
negara.(Hutagalung & Batubara, 2021)

Kegiatan koperasi syariah dalam beroperasinya
baik kegiatan menghimpun dana maupun kegiatan
penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah dalam
penentuan penggunaan akadnya wajib merujuk pada
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) yaitu fatwa keuangan syariah berdasarkan
Permen Koperasi dan UKM nomor:
11/per/M.KUKM/XII/2017 pasal 19 ayat 2.

Dalam proses pendirian koperasi syariah harus
merujuk pada fatwa DSNI MUI yang telah membuat
pedoman pendirian dan operasional Koperasi Syariah.
Dalam menjalankan operasionalnya dibagi menjadi dua
kegiatan yaitu kegiatan usaha dan kegiatan sosial. (MUI,
n.d.) Produk dan Jasa koperasi syariah sesuai dengan
kegiatanya ada berupa kegiatan penghimpunan dana
dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan.

Jenis akad yang digunakan dalam produk
penghimpunan dana berupa simpanan pokok dan
simpanan wajib menggunakan akad syirkah, simpanan
sukarela menggunakan akad wadi’ah atau mudharababh,
dan investasi pihak lain berupa pembiayaan yang
diterima koperasi syariah dan bukan berasal dari
anggota, ini dapat menggunakan akad mudharabah atau
musyarakah.

Sedangkan jenis akad yang digunakan dalam
kegiatan penyaluran dana dapat dibagi menjadi dua
penyaluran dana yaitu berupa akad jual beli dan akad
investasi/ Kerjasama. Akan yang digunakan dalam

Copyright © 2023 Sagqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah|Volume 8 Nomor 2



Adi Perwira

kegiatan jual beli berupa akad murabahah, salam dan
Istishna. Dalam kegiatan akad investasi yaitu akad
mudharabah dan akad musyarakah.

Pengertian akad jual beli murabahah menurut
penjelasan dari Fatwa DSN MUI, adalah Ketika
seseorang menual barang dengan menetapkan harga
jual kepada pembeli, yang kemudian dibayar oleh
pembeli dengan tambahan harga sebagai keuntungan.
Akad Salam merupakan suatu bentuk pembiayaan
terkait jual beli dimana pembayaran dilakukan secara
bersamaan dengan pemesanan barang. Akad Istishna
adalah jual beli barang atau jasa melalui proses
pemesanan yang melibatkan kriteria dan syarat-syarat
tertentu yang telah disetujui oleh pembeli dan penjual.
Pengertian akad investasi mudharabah merupakan
kemitraan antara pemilik dana dan pengelola modal
untuk menjalankan usaha tertentu, dimana keuntungan
dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah atau
perbandingan yang telah ditentukan sebelumnya.
Sedangkan pengertian akad musyarakah merupakan
bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam
segi permodalaan, keterampilan, atau kepercayaan
untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana
pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan
nisbah yang telah disepakati sebelumnya.(Mardani,
2015)

Koperasi Syariah di kota Padang Panjang
berjumlah 45 Koperasi lebih dari setengahnya sudah
konversi menajdi koperasi syariah. Berdirinya koperasi
syariah rata-rata dimiliki oleh apartur sipil negara (asn)
yang berada di dinas masing-masing tempat asn itu
ditempatkan. Ada beberapa anggota koperasi dari
beberapa dinas yang masih memiliki pinjaman di luar
koperasi, biasanya mereka meminjam uang di Bank
Konvensional yang masih menggunakan riba. Beberapa
pengurus koperasi berusaha untuk dapat mengambil
alih agar para anggota koperasinya terhindar dari riba,
dengan cara menawarkan pembiayaan melalui
koperasinya.

Para anggota koperasi syariah yang masih
memiliki pinjaman pada Bank Konvensioanl berniat
untuk dapat memindahkan pinjamanya ke Koperasi
Syariah untuk menghindari riba. Proses dimana kredit
yang sebelumnya dipegang oleh satu bank diahlihkan ke
bank lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut
dengan Take Over. (Redaksi, 2023). Untuk
memindahkan pinjaman dari Lembaga Keuangan
Konvensional ke Lembaga Keuangan Syariah sudah
diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Majelis
Ulama Indonesia .

Salah satu bentuk pelayanan keuangan syariah
yang sangat diperlukan Masyarakat adalah membantu
mereka untuk mengubah transaksi non syariah yang
telah terjadi menjadi transaksi yang sesuai dengan
prinsip syariah, maka Lembaga keuangan syariah perlu
membantu mengubah transaksi non syariah ini melalui
akad pengalihan utang. Pengalihan utang adalah proses
memindahkan kewajiban utang nasabah dari Lembaga
konvensional ke lambaga keuangan syariah. Dengan in
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MUI mengeluarkan Fatwa mengenai pengalihan utang.
(MUI, 2002). Take over atau pengalihan utang memiliki
tujuan membantu Masyarakat untuk memindahkan
utang dari bank konvensional ke pembiayaan di bank
syariah sesuai permintaan nasabah.(Karim, 2011).

Dalam proses pembiayaan take over, utang
nasabah yang berada di bank konvensional
dikategorikan oleh bank syariah menjadi dua jenis yaitu
utang pokok ditambah bunga. Dasarnya adalah layanan
yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah
menggunakan jasa qardh Ketika terdapat utang beserta
bunga pada nasabah. Jasa gardh digunakan untuk
mengambil alih utang pokok beserta bugannya karena
penggunaan qardh tidak memiliki Batasan, termasuk
dalam menangani utang yang berdasarkan bunga. Jenis
yang kedua adalah utang pokoknya saja, dalam
pengambil alihan utang pokok saja, bank syariah
menggunakan jasa hiwalah. Hiwalah digunakan karena
tidak bisa menangani utang yang berasal dari
bunga.(Karim, 2011).

Dalam proese pengalihan utang, LKS bertindak
sebagai wakil atau perwakilan nasabah untuk
membayar dan melunasi sisa utang yang ada di LKK.
Dengan demikian, barang yang sebelumnya dibiayai
sepenuhnya oleh LKK menjadi milik nasabah. Setelah
sisa utang nasabah di LKK terlunasi, barang yang
dimiliki nasabah dijual kepada LKS untuk membayar
utang kapda LKS karena telah membayar sisa utang di
LKK. Kemudian, LKS membeli barang tersebut dan
menjual Kembali kepada nasabah dengan skema
angsuran.

Regulasi pemerintah  terkait  kebijakan
pengalihan utang di Lembaga keuangan syariah diatur
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) no 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang
pengalihan utang. Fatwa ini menjadi panduan dalam
pelaksanaan take over di Lembaga keuangan sayriah
atau pada Koperasi Syariah

Beradasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasioanl no
31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang
terdapat beberapa alternatif yang ditawarkan dalam
fatwa tersebut. Alternatif pertama LKS memberikan
dana gardh kepada nasabah untuk melunasi utangnya,
dengan ini maka aset tersebut menjadi milik nasababh,
setelah itu nasabah menjual aset tersebut kepada LKS,
dan dengan hasil penjualan tersebut nasabah melunasi
gardh-nya kepada LKS, LKS menjual secara murabahah
aset tersebut yang telah menjadi miliknya tersebut
kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
Fatwa DSN No 19/DSN-MUI/iv.2001 tentang al Qardh
dan Fatwa DSN no 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah, kedua akad ini berlaku dalam penyelesaian
pengalihan utang ini.

Alternatif ke dua LKS membeli aset nasabah,
dengan izin dari Lembaga Keuangan Konvensional
(LKK), bagian Aset yang dibeli oleh LKS adalah sisa
utang kepada LKK, setelah itu LKS menjual aset tersebut
yang Sebagian miliknya kepada nasabah dengan
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pembayaran secara angsuran. Disini berlaku Fatwa DSN
no 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

Alternatif ke tiga nasabah untuk dapat
memperoleh kepemilikan penuh atas ast, nasabah dapat
melakuan akad ijarah dengan LKS sesuai dengan Fatwa
Dewan Syariah Nasioanl no 09/DSN-MUI/IV/2002
tentang Ijarah. Jika diperluakndapat membantu
menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan
prinsip al Qardh sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasioanl
No 19/DSN-MUI/iv.2001 tentang al Qardh.

Alternatif ke empat LKS memberikan dana qardh
kepada nasabah untuk melunasi utangnya, dengan ini
maka aset tersebut menjadi milik nasabah, setelah itu
nasabah menjual aset tersebut kepada LKS, dan dengan
hasil penjualan tersebut nasabah melunasi gqardh-nya
kepada LKS, LKS menyewakan aset tersebut kepada
nasabah dengan akad Al ljarah AL Muntahiyah bi Al
Tamlik. Fatwa Dewan Syariah Nasioanl No 19/DSN-
MUI/iv.2001 tentang al Qardh dan Fatwa Dewan
Syariah Nasioanl no 27/DSN-MUI/II1/2002 tentang, Al
[jarah AL Muntahiyah bi Al Tamlik kedua akad ini
berlaku dalam penyelesaian pengalihan utang ini.

Akad-akad yang digunakan dalam pengalihan
utang yaitu yang pertama ada akad qardh. Secara
etimologi, qardh berasal dari kata”al-qath’u” yang
mengacu pada potongan atau pemotongan harga yang
diberikan kepada muqtaridh, (yang merupakan orang
yang meminjamkan atau memberikan pinjaman).
Disebut qardh karena merupakan potongan dari harta
yang diberikan oleh muqridh, (yakin orang yang
memberikan pinjaman kepada peminjam).(Muhammad,
2004).

Menurut definisi istilahnya, gardh merujuk pada
pemberian pinjaman harta kepada orang lain tanpa
mengharapkan imbalan. Harta yang dipinjamkan ini
dapat diminta Kembali sebesar nilai yang dipinjamkan
tanpa adanya perjanjian imbalan kepada pemberi
pinjaman. Jika peminjam memberikan imbalan, imbalan
tersebut tidak dijanjikan diawal dalam akad dan
dianggap sebagai ungkapan terima kasih. Dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional No 19/DSN-MUI/IV/2001,
gardh diartikan sebagai suatu perjanjian antara nasabah
Lembaga keuangan Syariah, dimana nasabah meminjam
dana dan berkewajiban mengembalikan kepada
Lembaga keuangan Syariah sesuai dengan kesepakatan
yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jadi Qardh pada dasarnya adalah perjanjian
tolong-menolong antara pemberi pinjaman dan
peminjam tanpa adanya tambahan atau keuntungan.
Peminjam dapat mengembalikan dana tersebut dengan
memberikan imbalan jika mereka memilih, selam
imbalan tersebut tidak dijanjikan di awal akad. Jika
peminjam tidak mampu mengembalikan dana, pemberi
pinjaman dapat memperpanjang waktu atau bahkan
menghapuskan Sebagian atau seluruh utangnya,
terutama jika ketidakmampuan peminjam tersebut
disebabkan oleh factor yang dluar kendali peminjam.

Dasar Hukum Qardh berdasarkan Al Quran: Dan
jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah
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tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.
Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu,
jika kamu mengetahui. (Qs Al Baqarah;280)

Akad berikutnya yang digunakan dalam
pengalihan utang adalah murabahah. Murabahah, dalam
konteks Bahasa, barasal darikata “ar-ribhu”yang berarti
keuntungan. Dalam terminology keuangan Islam,
murabahah adalah jenis transaksi jual beli antara
penjual dan pembeli, dimana harga penjualan awal
ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati
sebelumnya.(Syauqoti, 2018).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia No 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan
bahwa murabahah merujuk pada peninjauan barang
dengan penegasan harga beli barang dan keuntungan
kepada pembeli. Pembeli kemudian membelinya
dengan harga yang lebih tinggi, yang merupakan
keuntungan dalam transaksi tersebut.(MUI, n.d.). Jadi
murabahah merupakan jenis transaksi jual beli antara
penjual dan pembeli di mana penjual menginformasikan
harga asal barang yang akan dijual dan juga
menyebutkan nilai keuntungan yang ditambahkan, yang
menjadikan harga jual barang berasal dari harga asal
ditambah dengan margin keuntungan.

Dasar hukum Akad murabahah dari Al Quran:
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil
(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha
Penyayang kepadamu. (Qs. Surat An Nisa’:

Beriktunya akad yang digunakan dalam
pengalihan utang adalah ijarah. Ijarah berasal dari akta
“al-ajru” yang berarti ganti (al iwadhu) dalam Bahasa.
Definisi ijarah adalah transaksi pemindahakn manfaat
suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa
(ujrah) dalam jangka waktu tertentu tanpa transfer hak
kepemilikan barang.(Nurhayati, 2023). Oleh karena itu,
dalam ijarah, terjadi pengambilan manfaat dari barang
atau jasa yang disewakan kepada penyewa, yang
membayar upah sewa (ujrah) kepada pemilik sesuai
dengan perjanjian. Dalam proses ijarah, yang beralih
hanya hak penggunaan barang, sementara kepemilikan
barang yang disewa tetap pada pemiliknya.

Dasar hukum Akad Ijarah dari Al Quran: Apakah
mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah
yang menentukan penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar
sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang
lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
mereka kumpulkan. (Qs Az Zukhruf: 32)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasullah bersabda:
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
(HR. Ibnu Majah)

Dari Saad bin Abi Waqqash r.a bahwa Rasullah
besabda: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan
membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasullah
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melarang kami car aitu dan memerintahkkan kami agar
membayar dengan uang emas atau perak”, (Hr. Nasa'i)

Berikutnya Akad al-ljarah al-Muntahiya bi al-
Tamlik. Al-ljarah al-Muntahiya bi al-Tamlik adalah
gabungan antara konsep sewa dan pembelian. Ini adalah
sewa yang diikuti oleh transfer kepemilikan barang dari
pemberi sewa ke penyewa. Perindahan kepemilikan
barang yang menjadi pembeda utama dari model ijarah
biasa.(Antonio, 2010). Dalam fatwa Dewan Syariah
Nasioanl No 27/DSN-MUI/III/2002, Al-ljarah al-
Muntahiya bi al-Tamlik merujuk pada perjanjian sewa
yang berakhir dengan transfer kepemilikan dari
pemberi sewa ke penyewa Ketika periode sewa telah
selesai.(MUI, n.d.)

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasioanl No
27 /DSN-MUI/III/2002, unsur-unusr dan persyaratan
dalam kontrak Al-ljarah al-Muntahiya bi al-Tamlik
serupa dengan yang ditentukan dalam kontrak ijarah.
Selain itu, perjanjian dalam kontrak Al-ljarah al-
Muntahiya bi al-Tamlik harus memenuhi persetujuan
Bersama dan semua hak serta kewajiban terkait harus
dijelaskan secara jelas.

Sebelum melakukan kontrak Al-ljarah al-
Muntahiya bi al-Tamlik, Langkah awalnya adalah
menjalankan  kontrak ijarah. Ini dikarenakan
pemindahan kepemilikan hanya dapat terjadi setelah
periode ijarah berakhir. Setelag masa ijarah berakhir,
transfer kepemilikan harus dilakukan. Komitmen untuk
transfer kepemilikan ini bukanlah sebuah janji yang
mengikat (wa’d) secara hukum.

Akad yang terakhir dalam pengalihan utang
adalah akad Syirkah Al Milk. Syirkah Al Milk adalah
istilah yang merujuk dua orang atau lebih memiliki
kepemilikan Bersama a(Co-ownership) atas suatu aset.
Ini menciptakan situasi dimana beberapa individu
Bersama-sama memiliki pemelikikan atas suatu
kekayaan. (Nurhayati, 2023). Akad Syrikah berdasarkan
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No 114/DSN-MUI/IX/2017 akad syirkah merupakan
akad Kerjasama antara dua pihak ataua lebih untuk
menjalankan usaha tertentu dimana tiap pihak
memberikan kontribusinya baik modal usaha dengan
ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesiah nisbah yang
disepakti atau secara proposional. Sedangkan bila
mengalami kerugian ditanggung oleh para pihak secara
proposional. (MUI, n.d.)

Berdasarkan pemaparan ditatas maka akad
syirkah adalah akad Kerjasama antara dua orang atau
lebih dalam bidang usaha terntu dimana orang orang
yang terlibat dalam usaha ini memberikan
kontribusinya baik berupa modal usaha. Untuk dan rugi
ditanggu Bersama sama secara proposional atau disebut
juga loss and profit sharing.

Dasar Hukum akad syirkah dari Al Qur’an: “Dan
Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada
sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal yang saleh: dan Amat sedikitlah
mereka ini.” (Qs Sad: 24)
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Dasar Hukum akad syirkah dari Hadis: Hr Abu
Dawud dan Al Hakim dari Abu Hurairah, Rasullah SAW
berkata: “Allah Swt berfirman: ‘Aku (Allah) adalah pihak
ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah
seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap
lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya
maka aku Keluar dari keduanya.”

Hasil dari pendampingan kami pada koperasi-
koperasi yang ada di kota Padang Panjang. Pemahaman
para pengurus mengenai koperasi syariah yang masih
kurang, baik dari segi hukum maupun dari segi
pemahaman serta pengaplikasian akad-akad.

Para anggota koperasi syariah yang ada di kota
padang Panjang adalah para apartur sipil negara,
dimana-mana para asn ini masih rata-rata terdapat
pinjaman pada bank konvensional, sedangkan mereka
yang meminjam ini adalah para anggota pada koperasi
syariah. Dari segi permodalan Kkoperasi syariah
terutama yang rata-ratanya anggotanya adalah asn
memiliki modal yang cukup besar. Dengan modal ini
koperasi sebenarnya dapat mengambil alih agar para
anggota dapat mengalihkan pinjamnya ke Koperasi
Syariah.

Bagi koperasi syariah yang memilik kemampuan
dalam pemberian pembiayaan dapat melakukan
sosialisasi mengenai produk-produk pembiayaan
terutama  pembiayan yang  bertujuan  untuk
mengalihkan utang anggotanya ke Koperasinya sendiri.
Para anggota koperasi syariah masih kecil dalam
berpartsipasi dalam pengembangan koperasinya. Para
pengurus koperasi syariah terkadang ragu-ragu dalam
pengambilan keputusan dalam penentuan akad-akad
apa yang cocok digunakan dalam proses pengalihan
utang.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai
permasalah anggota koperasi yang ingin terhindar dari
riba yang masih ada pinjaman pada Lembaga keuangan
konvensinal baik di bank konvensional atau pun
dilembaga lainnya. Koperasi syariah dapat memberikan
solusinya dengan memberikan penawaran kepada para
anggotanya untuk melakukan take over atau melakukan
pengalihan utang. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional
no 31/DSN-MUI/VII/2002 tentang pengalihan utang
dapat dilakukan dengan empat alternatif tahapan yang
dapat dilakukan. Dengan melakukan take over/
pengalihan utang ini dan tidak ada lagi pinjaman
anggota pada Lembaga keuangan konvensional lain
yang ada unsur riba.

Alaternatif yang sering gunakan dalam
melakukan pengalihan utang oleh bank syariah adalah
alternatif pertama dan kedua. Koperasi dapat
mengadopsi skema yang bank syariah lakukan dalam
melakuakan take over/ pengalihan piutang.
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Gambar 1:
Skema Alur Pengalihan Utang

ALUR PENGALIHAN UTANG

1. Nasabah melakukan permohonan
pengalihan utang Kpd Kop Syariah

- Menjual Kembal ke nasa ual Kembali ke nasabah

j}}

v e mvwsvmm

rl/l/.\[\h e
m a. Menyerahkan aset ke Nasabah ?Z Menyerahkan Dana Qa“ﬂ‘
3. Melunasi tange Bk |

5. Menjual Kembali ke Koperasi
Syariah

SIMPULAN

Kopaerasi  Syariah  merupakan lembga
keuangan nonbank, secara operasional Kkegiatan
koperasi syariah adalah sama menghimpun dana dari
anggota dan non anggota dan menyalurkan Kembali
dalam bentuk pinjmaan. Perbedaan dengan koperasi
konvensioanl, koperai syariah dalam menghimpun
dana dari anggota dan nonanggota maaupun kegiatan
penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
menggunakan akad syariah.

Akad-akad syariah berdaasarkan Fatwa yang
telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
Majelis ulama Indonesia.

Dengan adanya koperasi syariah sebagai
Lembaga keuangan syariah dapat membantu para
anggota maupun non anggota yang membutuhkan
pembiayaan yang terbebas dari praktik riba. Bagi para
anggota yang masih memiliki pinjaman di Lembaga
keuangan konvensional dapat menggunakan fasilitas
yang ada pada koperasi syariah dalam bentuk
pengalihan utang, dimana utang yang dimilik anggota
pada Lembaga keuangan konvsional dapat dialihkan
ke koperasi syariah, sehingga utang yang tersisa dapat
terhindar dari riba.

Koperasi dibentuk sebagai wadah wuntuk
mensejahterakan para anggotanya. bagi koperasi
syariah, kesejahateraan ini tidak hanya berbentuk
material melainkan spiritual. Khusunya bagi para
anggota untuk menyadari bahwa koperasi syariah
yang didirakan secara bersama-sama adalah untuk
kepentitngan anggota, maka tidak ada lagi alasan bagi
para anggota untuk melakukan pinjaman
/pembiayaan pada Lembaga konvensional. Para
pengurus koperasi syariah harus dapat selalu dan
terprogram untuk melakukan edukasi mengenai
manfaat menjadi anggota koperasi syariah agar
terhindar dari transaksi riba.
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